











mekanisme pelaksanaan RUPS serta mekanisme pembiayaan seleksi

pengurus BUMD.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun kajian akademis sebagai

dasar dalam pembentukan regulasi pengelolaan BUMD di Provinsi Banten.
Kajian ini akan menjadi landasan ilmiah dalam merumuskan aturan yang
komprehensid, teknis, sesuai kebutuhan daerah dan implikatif guna
melengkapi beberpa hal yang belum diatur dalam regulasi pusat.

Tujuan dari kegiatan penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut:
Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan BUMD
yang belum diatur secara detail dalam regulasi pusat.

Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis
sebagai dasar akademis perlunya regulasi daerah pengelolaan BUMD.
Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,
yang perlu dimuat dalam regulasi daerah antara lain mekanisme
pembayaran dan penyetoran dividen, standar tata kelola BUMD, tata
cara dan mekanisme pelaksanaan RUPS serta mekanisme pembiayaan
seleksi pengurus BUMD.

Menghasilkan rekomendasi berupa draft regulasi pengelolaan BUMD

yang dapat diajukan sebagai Rancangan Peraturan Gubernur.

Sasaran
Target / Sasaran dari Kegiatan ini adalah :

- Tersedianya dokumen kajian akademis sebagai dasar penyusunan

regulasi pengelolaan BUMD di Provinsi Banten.

- Tersedianya rekomendasi draft Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan

BUMD sesuai dengan kebutuhan daerah.
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BAB 11
PELAKSANAAN

2.1.Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Regulasi

Pengelolaan BUMD berpedoman kepada :

1.
2.

10.

11.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang —
undangan

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD






























	Full page photo
	Kerangka Acuan Kerja (KAK)
	Full page photo

